
BUPATI HALMATIERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NO1UOR 27lKm$ltlzo/zs

TENTAT{G

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGEMBAIIGAN WEBSI?E
JARINGAI{ DOKUMENT^ASI DAN TNFORMASI HUKUM {JDIH}

I{ABUPATEI{ HALMAHERA BARAT

BUPATI HATMAHERA BARAT,

Menimtrang : a. bahwa dalam rangka implemen&rsi pasal 3 Peraturan Presiclen
Nomor 33 Tahun 2A1'2 tentang .Jaringan Dokumentasi dan
informasj }{ukum Nasionai dan untuk menjamin terciptanya
pengelolaan dokumentasi clan informasi hukunr -'!,ang cepat dan
akurat serta update akses oleh publik sebagai salah satu wujucl
tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan
bertanggungjau.ab;

b" trahwa mereka yang ditunjuk dalarn Keputusan ini dia.nggap
mampu dan memenuhi syarat serta mr--miliki kompet.ensi dibidang
pengelolaan informasi dan teknologi berbasis website;

c. hahlva berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
dan huruf b, periu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pembentukan Tim Pengelola Pengembangan Wetrsite .Iaringan
IJnkumentasi dan Informasi Hukum l{abupaten. Haknahera Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-unclang Nomor 23 l)rlrurat 'lahun f 957 tentang
Pembentukan Daerah=daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah Sq,atantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang:

'2. Undang-unrlang Nomor 46 Tahun 1l)99 tentang Perntrentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat;

3. Undang*unclang Nornor 1 Tahun 2003 tentang Pemirentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Setr*tan,
Kabupaten I{epulauan Sula, Kabupaten Flaimahera Timur clan
Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5" {Jndang-unclang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang Perbenelaharaan

Negara;
Undang-undalg Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan
Daerah;

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2A22 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

10.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara;

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaal
Keuangan Daerah;

l2.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2A12 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

l3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2A tentang
Pedomal Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
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: DAFTAR S{JSUI\AN TiM PENGtrLOLA PBNGtrMBANGAN WBBSITtr
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM UDIH) KABUPATtrN
HALMAHtrRA BARAT

ERA BARAT,
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NO. NAMA JABATAN
IitrDUDLJKAN
DALAM TIM KE]'.

1 Jason Kalopas Lalomo, SH., LL.M
Kepala tsagian l{ukum
<Ian Organisasi Setda
Kab- Halmalrera Barat

Penan5gung'a.r,vab

2 Ferawati Silalahi, Str
Kasubag Dokumentasi
dan Bantuan Hukum Ketua

J F'ahria Abdullah, S. Sos Sta-f Anggota
At Sance L. Lalu Staf Anggota

5 Marlina, SF{ Staf Anggota

6 Kartini Rondonuwu Staf Anggota

7 Iskandar M. Nur Staf Anggota
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14.Peraturan L{enteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor g Tahun
201q tentang standar pengelolaal Dokumen dan Inforrrasi
Hukum;

15.Peraturan Daerah Katrupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun
2a21 l.entang Perulrahan atas peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah
Kabupaten Halmahera Barat;

l6.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nornor 1 Tahun
2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Halmaher-a lJarat Tahun Anggaran 2A24;

lT.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 'zoz2 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten }{almahera l3ara1.;

lS.Peraturan Rupati }falmahera Barat Nomor 1 Tahun 2o2s tentaneg
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Katrupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2A25.

MEMUTUSKAN :

Membentuk rim Pengeiola Pengembangan website Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Knbupaten l{almahera Barat,
dengan susunan tim sebagaimana tecantum pada Larnpirarr
keputusan ini.
Tim Pengelola Pengernbangan website sebagaimana climaksuri
Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
a. i\{enginventarisir, mengolah, rnenyimpanf menata rlan

mendavagunakan inf<rrmasi dan dokumentasi hukum _vang
diterbitkan baik secara fisik maupun digital.

b. I\{enyediakan dan men_;,-etrarluaskan informasi hukunr.
c. Memelihar:a dan mengemtrangkan jaringan dokumentasi clan

inforrnasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi
yang diintegrasikan dengan website Pusat Jaringan
Dokumentasi dan lnforrnasi Hukum Nasional (JDII{N}.

{i. Menyarnpaikan laporan tahunan kepada Pusat Jadngan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).

Tim Pengelola Pengerntrangan Website dalam melaksanakan
tugasnva sebagaimana Diktum Keclua, tetap berpedoman sesuai
ketentuan Peraturan Per"undang- undangan .yang berlaku.
Segala bia-v*a yang akan timbul seiragai akibat dikeiuarkarrnva
Keputusan ini rlibebankan pada Anggaran Pendapatan clan Belania
Daerah, Pos Anggaran DPA Bagian Flukum dan Organisasi Setda
Kabuparten I Ialmahera Barat.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 9 .Ianuari 2025

BARAT,

Temhusanu, Disampaikan kepada Yth ;
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Soiifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.


